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ABSTRACT

This study aims to identify the phenomenon of fiscal
illusion on the effect of Regional Taxes, Revenue Shar-
ing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU)
on Capital Expenditures and their effects on Economic
Growth and Poverty in Regencies/Cities in Central
Java Province in 2015 -2018. The type of data used is
secondary data. The research object includes 35 regen-
cies/cities in Central Java Province with data sources
obtained from the Budget Realization and Economic
Growth and Poverty data in 29 Regencies and 6 Cities
in Central Java Province 2015-2018. The analytical
method used is Partial Least Square analysis. The
results showed that (1) Regional Taxes had a positive
and significant effect on Capital Expenditures (2) Profit
Sharing Funds (DBH) had positive and significant
effects on Capital Expenditures (3) General Allocation
Funds (DAU) had positive and significant effects on
Capital Expenditures (4 ) Capital Expenditures have a
positive but not significant effect on Economic Growth
(5) Economic Growth has a positive and significant
effect on Poverty (6) There is no fiscal illusion phe-
nomenon on the effect of Regional Taxes, DBH, DAU
on Capital Expenditures (7) Capital expenditures that
do not occur illusions fiscal has a positive but not sig-
nificant effect on economic growth and poverty in the
Regency/City of Central Java Province in 2015-2018.

Keywords: regional taxes, revenue sharing funds, gen-
eral allocation funds, capital expenditures, economic
growth, poverty

JEL classification: H72, 132, R11

PENDAHULUAN

Gejolak Sosial-Politik yang dialami Negara Indonesia
pada tahun 1997, dan pada puncaknya permasalahan
tersebut mampu meruntuhkan orde baru yang telah
berkuasa selama 32 tahun. Berakhirnya orde baru
memunculkan sebuah permasalahan yaitu sistem keta-
tanegaraan yang bersifat sentralisasi dianggap buruk.
Dikarenakan menyebabkan terjadinya ketimpangan
pembangunan yang ada di daerah dibandingkan den-
gan di kota.

Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah yang kemudian diamandemen men-
jadi UU No. 32 Tahun 2004 dan yang terakhir menjadi
UU No. 23 Tahun 2004. Diterbitkannya UU tersebut
menjadi tanda berubahnya sistem ketatanegaraan dari
yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tu-
juannya adalah meningkatkan partisipasi pemerintah
daerah dalam pembangunan nasional dan penyeleng-
garaan pemerintahan. Selain itu, untuk mengatasi
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berbagai permasalahan daerah salah satunya yaitu
masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah
yang dihadapi oleh setiap negara. Hal ini menjadi
alasan terkadang suatu negara merasa kesulitan dalam
menerapkan strategi pembangunannya (Rini e? al.,
2016).

Upaya penurunan tingkat kemiskinan salah
satunya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah
akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita
dalam waktu berkelanjutan akan menuju pada kes-
ejahteraan masyarakat sehingga mengarah kepada
penurunan tingkat kemiskinan. Upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui alokasi
belanja daerah. Pengalokasian belanja daerah yang
sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dapat
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Belanja daerah dapat didanai melalui Pajak Daerah,
Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum yang dapat
dijadikan sebagai sumber pendanaan dacrah. Namun,
permasalahan muncul ketika penerimaan daerah tidak
berdampak terhadap pengeluaran daerah. Saat kondisi
seperti ini menurut Worthington & Dollery (1999)
disebut dengan fenomena ilusi fiskal (fiscal illusion).
Secara logika besarnya penerimaan daerah harus sama
dengan pengeluaran daerah.

Berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan
data pertumbuhan penduduk tahun 2015-2018 Provinsi
Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi
dengan pertumbuhan penduduk tertinggi Se-Pulau
Jawa setelah sebelumnya Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan persentase
penduduk miskin tahun 2015-2018 Provinsi Jawa Ten-
gah memiliki persentase penduduk miskin yang jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat
dan Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan
penduduk yang lebih tinggi tetapi persentase penduduk
miskin jauh lebih rendah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang membahas antara
agent dengan principal yang bekerja sama dalam satu
kontrak. Masalah keagenan muncul ketika terdapat
perbedaan tujuan antara agent dengan principal (God-
frey, 2009:362). Fokus utama dalam teori keagenan ini
terdapat pada asimetris informasi.

Hal ini disebabkan karena hanya agent saja yang terli-
bat sebagai penyedia layanan serta yang mengetahui in-
formasi secara keseluruhan. Menurut Bergman & Lane
(1990), kerangka kerja hubungan principal dan agent
merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk
menganalisis implementasi kebijakan publik. Dalam
konteks penelitian ini, hubungan keagenan ditunjukan
pada Pemerintah Daerah yang berperan sebagai agent
dan rakyat yang berperan sebagai principal.

Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
Adam Smith (1776), berpendapat mengenai proses
pertumbuhan ekonomi yang dibagi menjadi dua aspek
utama. Pertama, pertumbuhan total output yang terdiri
dari SDA yang tersedia, sumber daya insani, serta per-
sediaan barang modal yang ada. Aspek kedua adalah
pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010:55-56).

Sollow-Swan (1957), berpendapat bahwa
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertum-
buhan dan pembangunan ekonomi. Faktor tersebut
yaitu bertambahnya faktor demografi, tenaga kerja,
jumlah modal dan tingkat peradaban teknologi. Teori
pertumbuhan dan pembangunan ini sering disebut teori
Neo-Klasik yang ditentukan oleh fungsi produksi yang
didukung oleh Charles Cobb dan Paul Douglas. Teori
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dikemu-
kakan oleh Harrod-Domar. Merupakan pengembangan
atas dua teori yaitu teori yang dikemukakan oleh Roy
F. Harrod pada tahun 1939 yang berpendapat dalam
Economic Journal sedangkan Domar juga berpendapat
dalam jurnal American Economic Review pada tahun
1947. Teori Harrod- Dommar berfokus pada analisis
perekonomian yang mampu tumbuh dan berkembang
pada jangka panjang (Sukirno, 2006:255).

Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
oleh Nicholas Kaldor. Teori ini membagi masyarakat
menjadi dua kelompok yaitu masyarakat kelompok
kapitalis dan masyarakat kelompok buruh (Djojohad-
ikusumo, 1994:49-52). Selain membagi masyarakat
menjadi dua kelompok, Nicholas Kaldor juga menga-
takan jika dalam kelompok masyarakat dapat dibeda-
kan dengan memandang daerah penduduk dan sektor
pekerjaan yang dilakukan. Kelompok masyarakat
tersebut yaitu penduduk perkotaan (jasa/industri) dan
penduduk pedesaan (pertanian).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah
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daerah yang dinyatakan dalam satuan uang berkaitan
dengan pendapatan dan belanja pada pemerintah
daerah. Rencana kerja ini dijalankan baik pemerintah
provinsi, kabupaten/kota yang memiliki masa kurun
waktu satu tahun untuk mencapai sasaran pemban-
gunan. Proses penyusunan APBD suatu daerah harus
mendapat persetujuan dari DPRD yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan (Badrudin, 2017:98).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi
pemerintah daerah otonom. Pajak daerah termasuk ke
dalam faktor keuangan yang memberi dampak terhadap
anggaran belanja suatu daerah guna penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Implementasi
pajak daerah ini dilakukan dengan memungut, menge-
lola, dan menetapkan tarif. Merujuk pada UU No. 28
Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang
dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada daerah
yang sifatnya memaksa dan tidak dikompensasikan se-
cara langsung sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di daerah tersebut demi menciptakan
rakyat yang makmur, adil dan merata. Pajak Daerah
ini dapat dipungut oleh Provinsi maupun kabupaten/
kota yang sama-sama bertujuan untuk membiayai
kebutuhan daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari
alokasi dana APBN pemerintah pusat diberikan kepada
pemerintah daerah berdasarkan angka persentase ter-
tentu. DBH digunakan untuk membiayai kebutuhan
daerah sehingga termasuk faktor yang mempengaruhi
belanja daerah (Badrudin, 2017:55-56). DBH ini
bersumber dari pajak maupun non pajak. DBH yang
berasal dari pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangu-
nan (PBB), PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPh pasal 29
WPODN. Sedangkan DBH yang berasal dari non pajak
(SDA) meliputi: kehutanan, pertambangan, perikanan,
peternakan. Angka persentase penerimaan DBH dipen-
garuhi oleh faktor potensi SDA yang dimiliki daerah
bersangkutan. Daerah yang memiliki potensi SDA yang
melimpah akan mendapatkan angka persentase peneri-
maan DBH yang lebih besar dibandingkan daerah yang
memiliki SDA yang sedikit.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal
dari pengalokasian APBN sebagai wujud pelaksanaan
desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi keti-
dakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah
(Siregar, 2017:83-84).Pengalokasian DAU ini bersifat
block grant atau wewenang pengalokasian diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah guna mem-
biayai kebutuhan daerahnya. Pengalokasian DAU oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daecrah mem-
perhatikan faktor kebutuhan fiskal dan potensi fiskal
daerah bersangkutan. Daerah dengan kebutuhan fiskal
kecil tetapi potensi fiskal lebih besar akan menerima
DAU yang relatif kecil. Sedangkan pada saat yang
sama, daerah dengan kebutuhan fiskal besar namun
potensi fiskal rendah akan menerima pengalokasian
DAU yang relatif lebih besar. DAU yang diterima oleh
pemerintah daerah digunakan untuk membiayai seluruh
belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Belanja Daerah

Bersumber UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri
No. 13 Tahun 2006, Belanja Daerah merupakan seluruh
biaya yang dikeluarkan melalui kas daerah pada
periode tahun yang bersangkutan yang berdampak
pada kekayaan pemerintah daerah yang berkurang.
Belanja daerah ini dirinci sesuai dengan kepentingan
pemerintah daerah, organisasi atau kegiatan lain yang
ada di daerah. Belanja daerah ini juga sebagai penentu
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah bersangku-
tan (Chritina et al., 2019). Merujuk Permendagri No.
59 tahun 2007 Pengalokasian belanja daerah meliputi:
belanja langsung dan belanja tidak langsung

Teori Kemiskinan

Kemiskinan memperlihatkan standar yang dihasilkan
atas kondisi seseorang atau sekelompok orang dalam
mempertahankan kehidupan yang tidak mampu me-
menuhi hak dasarnya (Kuncoro, 2006:112-117). Hak
dasar itu saling mengikat satu sama lain, salah satu hak
dasar yang tidak terpenuhi akan mempengaruhi pe-
menuhan hak yang lain. Dalam hal ini pertama adalah
sandang, pangan, papan, keschatan yang tidak mampu
terpenuhi. Kedua, hak memperoleh pendidikan, ketida-
kmerataan distribusi pendapatan, fasilitas sosial yang
jauh dari kata layak. Ketiga, tatanan sosial yang tidak
adil yang ikut melanggengkan kemiskinan.
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Teori Ilusi Fiskal

Ilusi fiskal pertama kali dikemukakan oleh seorang
ekonom Italia yaitu Amilcare Puvlani (1903) fenomena
itu terjadi saat pembuatan keputusan dengan mer-
ckayasa laporan yang bertujuan untuk mendapatkan
kontribusi yang besar dari masyarakat melalui pajak
daerah dan retribusi daerah serta kontribusi pemerintah
pusat melalui dana perimbangan untuk mendapatkan
dana melebihi dari yang dibutuhkan. Menurut Worth-
ington & Dollery (1999), indikasi fenomena ilusi fiskal
terjadi ketika penerimaan daerah tidak berdampak
terhadap pengeluaran daerah. Hal itu disebabkan
karena kelebihan dana yang diperoleh tersebut tidak
dialokasikan dengan baik oleh pemerintah daerah guna
meningkatkan pengalokasian belanja daerah. Adanya
ilusi fiskal ini akan berpengaruh bagi perekonomian
suatu daerah. Ilusi fiskal akan menghambat proses
peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah yang
bersangkutan. Terhambatnya proses pertumbuhan
ckonomi akan berakibat pada sulitnya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Keadaan tidak terwujud-
nya kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan
kesenjangan sosial pada kehidupan masyarakat yang
mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan di
daerah tersebut.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh
pajak daerah terhadap belanja daerah dilakukan oleh
Arthur Simanjuntak (2019), Rubiyanto (2019) dan
Abbas et al. (2020) menemukan bahwa pajak daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja
daerah. Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebel-
umnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:
H,: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Be-
lanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2015-2018

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja
Daerah

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh
DBH terhadap belanja daerah yang dilakukan oleh
Murniasih & Mulyadi (2011), Ernayani (2017), dan
Mulyati & Yusriadi (2017), yang menemukan bahwa
DBH secara signifikan berpengaruh positif terhadap
belanja daerah. Berdasar paparan yang telah dijelas-
kan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis sebagai
berikut:

H,: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap
Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2015-2018

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Daerah
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh
DAU terhadap belanja daerah dilakukan oleh Pratami
& Dwirandra (2017), Liando & Hermanto (2017) dan
Arni & Suardana (2018), yang menemukan bahwa
bahwa DAU secara signifikan berpengaruh positif
terhadap belanja daerah. Berdasar paparan yang telah
dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis
sebagai berikut:
H, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terha-
dap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2015-2018

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh
belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dilaku-
kan oleh Rubidno & Sasana (2015) Deviani (2016),
Putri (2016), Deswantoro et al. (2017) dan Chamdani
(2019), tentang pengaruh Belanja daerah terhadap per-
tumbuhan ekonomi yang menemukan bahwa belanja
daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan paparan yang tel-
ah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan hipotesis
sebagai berikut:
H, BelanjaDaerah berpengaruh positif terhadap Per-
tumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2015-2018

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ke-
miskinan
Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dilaku-
kan oleh Wahyudi & Rejekingsih (2015), Rini et al.
(2016) dan Romi & Umiyati (2018) tentang pengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap Kemiskinan yang
menemukan bahwa Pertumbuhan ekonomi secara
signifikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
Berdasar paparan yang telah dijelaskan sebelumnya,
dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:
H,: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terh-
adap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2015-2018
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Penelitian ini menggunakan unit analisis pemer-
intah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan
jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif me-
liputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2015-2108. Metode Sampling yang digunakan
adalah teknik purposive sampling yaitu dengan me-
neliti keseluruhan yang ada di populasi untuk diteliti
sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digu-
nakan dengan karakteristik seluruh Kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015- 2018. Jumlah
data yang diteliti adalah 140 data (29 Kabupaten dan
6 Kota dalam kurun waktu 4 tahun).

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini diolah dengan Microsoft Excel
2013 dan mendapatkan hasil yang terdapat di tabel 1
sebagai berikut:

Berdasar Tabel 1, Variabel Pajak Daerah memi-
liki nilai maksimum sebesar Rp1.331.817.746.450 di-
peroleh Kota Semarang tahun 2018 dan nilai minimum
sebesar Rp25.974.837.133 diperoleh Kota Magelang
tahun 2016 serta rata-rata sebesar Rp118.688.529.350
dan Standar Deviasi sebesar Rp185.107.209.999,62.
Hal itu mengindikasikan bahwa pajak daerah rendah
pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun
waktu 2015-2018.

Variabel DBH memiliki nilai maksimum se-
besar Rp246.044.588.085 dimiliki Kota Kudus tahun
2017 dan nilai minimum sebesar Rp18.772.034.465
dimiliki Kota Magelang tahun 2015 serta nilai rata-rata
sebesar Rp48.634.281.507 dan standar deviasi sebesar
Rp40.227.607.099,20. Hal itu mengindikasikan bahwa
Dana Bagi Hasil rendah pada Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.

Variabel DAU memiliki nilai maksimum sebesar
Rp2.276.872.960.000 dimiliki Kota Pemalang tahun
2017 dan nilai minimum sebesar Rp400.176.755.000
dimiliki Kota Salatiga 2017 dan rata-rata sebesar
Rp959.475.166.606 dan standar deviasi sebesar
Rp289.973.843.932,83. Hal itu mengindikasikan
bahwa Dana Alokasi Umum rendah pada Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2015-2018.
Variabel Belanja Daerah memiliki nilai maksi-
mum sebesar Rp4.506.407.629.744 dimiliki Kota
Semarang tahun 2018 dan nilai minimum sebesar
Rp673.865.039.498 dimiliki Kota Salatiga tahun 2015
serta nilai rata -rata sebesar Rp2.021.533.171.110
dan standar deviasi Rp644.090.858.163,22. Hal itu
mengindikasikan bahwa Belanja Daerah tinggi pada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu
2015-2018.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai
maksimum sebesar Rp 23,54% di Kabupaten Blora dan
nilai minimum sebesar 2,54% pada Kabupaten Kudus
tahun 2016 serta nilai rata-rata sebesar 5,54% dan
standar deviasi sebesar 1,66%. Hal itu mengindikasikan
mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi rendah
pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun
waktu 2015-2018.

Variabel Kemiskikan memiliki nilai maksimum
sebesar 21,45% dimiliki Kabupaten Wonosobo tahun
2016 dan nilai minimum sebesar sebesar 4,14% di-
miliki Kota Semarang tahun 2018 serta nilai rata-rata
sebesar 12,29% dan standar deviasi sebesar 4,09%.
Hal itu mengindikasikan bahwa tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018
tergolong mendekati rata-rata.

Tabel 1
Analisis Deskriptif
N Maksimum Minimum Rata-Rata Standar Deviasi
PD (Rp) 140 1.331.817.746.450 25.974.837.133 118.688.529.350 185.107.209.999,62

DBH (Rp) 140
DAU (Rp) 140

246.044.588.085
2.276.872.960.000

BD (Rp) 140 4.506.407.629.744
PE (%) 140 23,54
KEM (%) 140 21,45

18.772.034.465
400.176.755.000
673.865.039.498 2.021.533.171.110 644.090.858.163,22

48.634.281.507  40.227.607.099,20
959.475.166.606 289.973.843.932,83

2,54 5,54 1,66
4,14 12,29 4,09

Sumber: Data diolah, 2021
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Analisis Induktif
Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tabel 2
Nilai R- Square
R-square Keterangan
Belanja Daerah 0,791 79,1% Variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak
daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, sedangkan 20,9% dijelas-
kan oleh faktor lain.
Pertumbuhan 0,002 0,2% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel
Ekonomi belanja daerah, sedangkan 99,8% dijelaskan oleh faktor lain.
Kemiskinan 0,001 0,1% variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan
ekonomi, Sedangkan 99,9% dijelaskan faktor lain.
Tabel 3
Path Coefficients
Hipotesis Original Sample Standard T- P Prediksi Temuan Keputusan
Sample Mean Deviation Statistic Value
P.Daerah = BD 0,415 0,391 0,092 4,525 0,000 + + Diterima*)
DBH = BD 0,118 0,118 0,028 4,255 0,000 + + Diterima*)
DAU = BD 0,673 0,685 0,082 8,224 0,000 + + Diterima*)
BD > PE 0,039 0,056 0,082 0,480 0,316 + + Ditolak
PE > KEM 0,031 0,034 0,059 0,538 0,296 - + Ditolak
Keterangan:

*) T- Statistic > 1,96 dan p value < 0,05

Berdasar Tabel 3, Pajak Daerah berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan
dengan 7~ Statistic 4,525 > 1,96 dan P value 0,000 <
0,05. Nilai original sample 0,415 menyatakan bahwa
arah hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
adalah positif. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan
dengan 7~ Statistic 4,255 > 1,96 dan P value 0,000 <
0,05. Nilai original sample 0,118 menyatakan bahwa
arah hubungan DBH terhadap Belanja Daerah adalah
positif. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah yang dibuktikan
dengan 7~ Statistic 8,224 > 1,96 dan P value 0,000 <
0,05. Nilai original sample 0,673 menyatakan bahwa
arah hubungan DAU terhadap Belanja Daerah adalah
positif.

Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan
terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang dibuktikan
dengan 7- Statistic 0,480 < 1,96 dan P value 0,316 >
0,05. Nilai original sample 0,039 menyatakan bahwa
arah hubungan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan

Ekonomi adalah positif. Pertumbuhan ekonomi ber-
pengaruh tidak signifikan terhadap Kemiskinan yang
dibuktikan dengan 7- Statistic 0,538 <1,96 dan P value
0,296 > 0,05. Nilai original sample 0,031 menyatakan
bahwa arah hubungan Pertumbuhan ekonomi terhadap
Kemiskinan adalah positif.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah
Berdasar pada hasil uji hipotesis, temuan dalam pe-
nelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1(H1) yang
diajukan peneliti dapat diterima. Artinya, penerimaan
pajak daerah dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018)
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara
signifikan dapat memberi pengaruh positif terhadap
belanja daerah. Sehingga, meningkatnya pendapatan
pajak daerah akan berdampak pada peningkatan belanja
daerah yang akan dicapai oleh daerah tersebut.
Penjelasan atas pengaruh positif dan signifikan
tersebut, dikarenakan pajak daerah termasuk sumber
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penerimaan daerah yang berdasar pada kemampuan
yang dimiliki oleh setiap daerah (UU Nomor 23 tahun
2014). Oleh karena itu, pengalokasian belanja daerah
juga memperhatikan perolehan pendapatan pajak
daerah pada setiap daerah. Ketergantungan pemerin-
tah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah secara
mandiri dapat berkurang melalui peningkatan pajak
daerah. Selain itu, program Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo berkaitan dengan monitoring online
penerimaan pajak pemerintah daerah dengan tujuan
untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan men-
gurangi kebocoran penarikan pajak yang dapat dika-
takan berhasil. Contohnya, melalui program aplikasi
“Sakpole” diluncurkan Juli 2017 yang dimiliki Jawa
Tengah dalam mempermudah pembayaran pajak kend-
araan bermotor juga dinilai berhasil dalam meningkat-
kan pendapatan daerah di sektor pajak provinsi guna
membiayai kebutuhan daerah (Detik News, 2018).

Argumen tersebut didukung dengan bukti
yaitu Kabupaten Grobogan tahun 2018 yang mampu
memperoleh pajak daerah pada sektor pajak kendaraan
bermotor sebesar Rp122,5 Miliar yang melampaui
target yang ditetapkan sebesar Rp119,3 Miliar setelah
diluncurkan penggunaan aplikasi “Sakpole”. Pernyata-
an tersebut selaras dengan perolehan PAD Jawa Tengah
tahun 2018 sebesar Rp12,9 Triliun yang melampaui
target dari yang ditetapkan sebesar Rp12,2 Triliun. Dari
angka tersebut 40% berasal dari sektor pajak kendaraan
bermotor (Nazzala, 2018)

Implementasi nyata sebagai bukti pajak daerah
berpengaruh terhadap belanja daerah adalah pada tahun
2018 Kota Semarang memiliki penerimaan pajak daer-
ah tertinggi Se-Kabupaten/kota di Jawa Tengah dan
pada tahun yang sama (2018) sebagai daerah dengan
pengalokasian belanja daerah tertinggi Se-Kabupaten/
kota di Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan perole-
han PAD Semarang sebesar Rp4,23 Triliun. Dari per-
olehan tersebut 73% didominasi oleh perolehan pajak
daerah. Peningkatan pendapatan pajak daerah tersebut
diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kese-
jahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi
pendapatan daerah guna dapat dilakukan pemanfaatan
yang berkelanjutan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja
Daerah

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, temuan dalam
penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 2 (H2) yang

diajukan oleh peneliti dapat diterima. Artinya, pener-
imaan Dana Bagi Hasil dalam kurun waktu 4 tahun
(2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah secara signifikan berpengaruh positif terhadap
Belanja Daerah. Sehingga, meningkatnya penerimaan
Dana Bagi Hasil akan berdampak pada peningkatan
belanja daerah yang akan dicapai oleh daerah tersebut.
Penjelasan pengaruh positif dan signifikan tersebut
dapat disebabkan karena pengalokasian DBH. Pengalo-
kasian DBH kepada daerah disesuaikan dengan potensi
daerah yang dimiliki berdasarkan angka persentase
tertentu atas daerah penghasil. DBH menjadi salah
satu modal dasar berupa dana transfer yang digunakan
untuk mendapatkan dana pembangunan selain DAU
dan DAK. Atas dasar tersebut semakin banyak pemer-
intah daerah menerima DBH maka dapat berdampak
pada peningkatan pengeluaran belanja daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta
peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan
prasarana disetiap daerah.

Pemerintah daerah melalui DBH dituntut untuk
mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pen-
gelolaan kekayaan daerah yang dilakukan secara ber-
tanggung jawab guna menjadi modal dalam melakukan
pembangunan. Salah satunya melalui pengalokasian
belanja modal. Selain itu, pengalokasian DBH yang
besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
pada suatu periode yang tidak berdampak terhadap
pengalokasian DBH pada periode berikutnya. Hal itu
yang menjadi alasan DBH secara signifikan berpen-
garuh positif terhadap belanja daerah.

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil
penelitian dari Ernayani (2017), Murniasih & Mulyadi
(2011) dan Mulyati & Yusriadi (2017). Pada penelitian
tersebut memperoleh hasil penelitian yang menyatakan
bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan ber-
pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja
Daerah

Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, temuan dalam
penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang
diajukan oleh peneliti dapat diterima. Artinya, peneri-
maan Dana Alokasi Umum dalam kurun waktu 4 tahun
(2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah secara signifikan berpengaruh positif terha-
dap Belanja Daerah. Oleh karena itu, meningkatnya
penerimaan Dana Alokasi Umum akan berdampak
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pada peningkatan belanja daerah yang akan dicapai
oleh daerah tersebut.

Penjelasan pengaruh positif dan signifikan
tersebut dapat disebabkan karena sisi kepercayaan. Sisi
Kepercayan tersebut dapat dilihat dari pengalokasian
DAU yang diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah (block grant). Keper-
cayaan yang besar tersebut mengindikasikan jika DAU
menjadi sebuah dana yang kendali penggunaannya
benar-benar di tangan pemerintah daerah. Pada um-
umnya penggunaan DAU didasarkan pada prioritas
dan kebutuhan daerah yang bertujuan untuk mem-
berikan dampak pada peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu, dengan adanya dana DAU ini
diharapkan mengurangi kesenjangan keuangan antar-
daerah dan menciptakan stabilitas ekonomi di setiap
daerah.

Pengalokasian DAU memperhatikan faktor
celah fiskal yang diukur dengan kebutuhan fiskal yang
dikurangi dengan kapasitas fiskal. Menjadikan DAU
sebagai dana yang dominan bertujuan untuk mening-
katkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap
memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Hal
ini yang menjadi alasan pengalokasian DAU secara
signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
Implementasi nyata pengalokasian DAU berdampak
pada belanja daerah dibuktikan Kota Salatiga tahun
2015 memiliki pengalokasian DAU terendah Se-Kabu-
paten/kota di Jawa Tengah dan pada tahun yang sama
(2015) sebagai daerah dengan tingkat pengalokasian
belanja daerah terendah Se-Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.

Temuan dalam penelitian ini mendukung hasil
penelitian dari Pratami & Dwirandra (2017), Liando &
Hermanto (2017) dan Arni & Suardana (2018). Pada
penelitian tersebut memperoleh hasil penelitian yang
menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) secara
signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

Berdasarkan pada uji hasil hipotesis, temuan dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 (H4)
yang diajukan peneliti ditolak. Peneliti memprediksi
bahwa Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 tahun
(2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah secara signifikan akan berpengaruh positif
pada Pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan yang

diperoleh dari penelitian ini justru menunjukkan hasil
sebaliknya, yaitu Belanja Daerah berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi.
Temuan dalam penelitian ini selaras dengan
hasil yang didapat oleh Kisra (2014), Taher & Tuasela
(2019) serta Paseki et al. (2014). Namun, tidak men-
dukung penelitian Rubidno & Sasana (2015), Deviani
(2016), dan Putri & Cahyono (2016) yang memperoleh
hasil penelitian bahwa secara signifikan belanja daerah
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penjelasan atas pengaruh positif tidak signifikan terse-
but, dapat terjadi karena kurangnya pengalokasian
yang diberikan kepada belanja daerah yang bersifat
produktif serta pengalokasian yang berhubungan
langsung dengan kepentingan publik. Contohnya,
pengalokasian untuk pembangunan infrastruktur yang
akan berdampak pada investasi ekonomi. Pembangu-
nan infrastuktur itu dapat berupa fasilitas transportasi
(jalan, pelabuhan, dll), irigasi, fasilitas kesehatan dan
pendidikan serta fasilitas lain yang dapat mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan
permintaan barang dan jasa (Badrudin, 2017:21).
Dampak lain dari pembangunan infrastruktur adalah
dapat memberi multiplier effect bagi perekonomian
daerah yaitu dalam mendukung peningkatan output
produksi yang dihasilkan dari investasi produktif beru-
pa peningkatan modal fisik oleh sektor swasta (Todaro
& Smith, 2015:149) yang akan menciptakan efisiensi
dan efektivitas diberbagai sektor yang berdampak pada
peningkatan produktivitas masyarakat (Deviani, 2016).
Selain itu, pengaruh pengalokasian belanja
daerah yang hanya terfokus pada belanja langsung
terutama belanja pegawai yang berkaitan dengan
pemberian upah dan honorarium pegawai. Tujuan dari
belanja pegawai untuk meningkatkan konsumsi rumah
tangga namun, apabila hanya terfokus pada itu saja
tanpa diikuti dengan peningkatan di sektor perekono-
mian justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kurang efisiennya pengalokasian belanja barang dan
jasa tidak sesuai (tinggi) dengan program atau kegiatan
yang direncanakan juga menjadi alasan belanja daerah
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ke-
miskinan

Berdasarkan pada uji hasil hipotesis, temuan dalam
penelitian ini menunujukkan bahwa hipotesis 5 (HS)
yang diajukan peneliti ditolak. Peneliti memprediksi
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bahwa Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 4
tahun (2015-2018) pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah secara signifikan akan berpengaruh
negatif terhadap Kemiskinan. Namun, temuan yang
diperoleh dari penelitian ini justru menunjukkan hasil
sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap Kemiskinan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan
yang diperoleh Nurmainah (2013). Namun, tidak
mendukung penelitian Romi & Umiyati (2018) dan
Wahyudi & Rejekingsih (2015) yang hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara signifikan pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Penjelasan logis berkaitan dengan pengaruh
positif tidak signifikan tersebut dapat saja terjadi karena
pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah masih bersifat ekslusif. Artinya, dalam
melaksanakan pertumbuhan ekonomi belum merata
dan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja,
akhirnya tidak berdampak pada menurunnya angka
kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi eksklusif diaki-
batkan oleh pelaksanaan pembangunan dan pemberian
layanan dasar masyarakat oleh pemerintah daerah yang
belum merata dan belum tepat sasaran. Hal tersebut
dapat dilihat dengan adanya permasalahan gizi buruk
yang terjadi pada Februari 2018 di Kabupaten Brebes.
Permasalahan tersebut disebabkan karena kemiskinan
yang berdampak pada ketersediaan pangan di tingkat
keluarga dan kurangnya perhatian terhadap sumber
energi yang dikonsumsi. Pendidikan juga mempen-
garuhi kasus gizi buruk karena kurangnya pengetahuan
masyarakat dalam memahami pola hidup sehat serta
pentingnya gizi untuk balita dan ibu. Selain itu, pema-
haman masyarakat berkaitan dengan hak memperoleh
fasilitas kesehatan yang dinilai masih rendah karena
masyarakat beranggapan jika biaya kesehatan itu mahal
juga menjadi penyebab kasus gizi buruk itu terjadi
(Detik News, 2018)

Selain itu, pembangunan dan pemberian
pelayanan dasar kepada masyarakat serta distribusi
pendapatan yang belum merata kemungkinan men-
jadi penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi
belum mampu berdampak guna menurunkan angka
kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
melalui distribusi pendapatan pada masyarakat ha-
rusnya berpengaruh terhadap kualitas kesejahteraan
manusia (BPS, 2008:4). Namun, apabila meningkat-
nya pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong

pendapatan masyarakat miskin, maka pendapatan yang
diperoleh beberapa masyarakat masih berada dibawah
garis kemiskinan. Hal tersebut akan berdampak pada
menurunnya kemampuan masyarakat untuk memper-
oleh kebutuhan pokok/dasar. Kebutuhan dasar tersebut
berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan,
pembelian berbagai bahan sembako. Seperti yang telah
dijelaskan (Kuncoro, 2006:112-117), bahwa salah satu
indikator masyarakat dikatakan miskin yaitu apabila
mereka masih merasa kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan dasar. Selain itu, Jawa Tengah merupakan
provinsi yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.
Jumlah kabupaten yang lebih besar dibandingkan den-
gan jumlah kota mengakibatkan ketersediaan fasilitas
pada mayoritas kabupaten lebih rendah dibandingkan
dengan kota. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum cukup untuk
mendukung penurunan angka kemiskinan yang ada.
Dikarenakan daerah yang termasuk dalam Kabupaten
lebih terfokus dalam alokasi belanja modal untuk
menambah ketersediaan fasilitas dan kurang dalam
meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkat-
kan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada
penurunan angka kemiskinan.

Analisis Fenomena Ilusi Fiskal
Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ada tidakn-
ya fenomena ilusi fiskal pada pengujian pengaruh pajak
daerah, DBH, DAU terhadap belanja daerah. Analisis
ilusi fiskal yang berfokus pada kabupaten/kota di Jawa
Tengah periode 2015-2018. Terjadinya ilusi fiskal
ketika penerimaan daerah tidak berdampak terhadap
pengeluaran daerah. Dengan syarat adanya ilusi fiskal
saat P-value variabel pajak daerah, DBH, DAU lebih
besar daripada nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai
T-Statistic yang lebih kecil dari 1,96.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil pengujian diperoleh
P value pajak daerah, DBH, DAU memiliki P value
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05
dan ketiga variabel memiliki nilai T- Statistic yang
lebih besar dari 1,96. Selain itu, nilai original sample
bertanda positif. Hasil tersebut menjelaskan bahwa
variabel Pajak Daerah, DBH, DAU secara signifikan
berpengaruh terhadap belanja daerah serta memiliki
arah hubungan yang positif. Oleh karena itu, pada
keuangan daerah Kabupaten/kota di Jawa Tengah
pada periode 2015-2018 tidak terjadi fenomena ilusi
fiskal karena tidak dapat memenuhi syarat terjadinya
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fenomena ilusi fiskal. Hal ini mengindikasikan jika
penerimaan daerah berpengaruh terhadap pengeluaran
daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah pada peri-
ode 2015-2018.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian
Calvin & Yuliana (2016) dan Nurhayati (2017). Pada
penelitian tersebut mereka menemukan jika tidak ter-
jadi fenomena ilusi fiskal pada masing-masing daerah
yang diteliti. Hal ini mengindikasikan jika penerimaan
daerah berpengaruh terhadap pengeluaran daerah

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Beberapa simpulan yang didapat dengan merujuk
pada hasil analisis serta pembahasan adalah 1) pajak
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Tengah tahun 2015-2018; 2) Dana Bagi Hasil (DBH)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja
daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2015-2018; 3) Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja
daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2015-2018; 4) Belanja daerah berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi pada kabupaten kota di Jawa Tengah tahun
2015-2018; 5) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan
pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun
2015-2018. 6) Pada penelitian ini menemukan ha-
sil bahwa penerimaan daerah (Pajak Daerah, DBH,
DAU) berdampak terhadap pengeluaran daerah dan P
value lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai
T- Statistic lebih besar dari 1,96. Maka, hal itu mengin-
dikasikan bahwa tidak terjadi fenomena ilusi fiskal
pada keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa
Tengah tahun 2015-2018 dikarenakan tidak memenuhi
syarat terjadinya fenomena ilusi fiskal. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung
kepada pemerintah pusat melalui dana transfer (DAU)
dalam mengalokasikan belanja daerah guna mendanai
kebutuhan daerah. Sehingga diperlukan pengoptimalan
potensi pendapatan daerah guna meningkatkan pener-
imaan daerah demi mewujudkan kemandirian daerah
dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Saran

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang
telah dipaparkan maka saran adalah 1) Pemerintah
daerah diharapkan mengalokasikan belanjanya dalam
rangka pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar
harus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
Tidak adanya fenomena ilusi fiskal pada keuangan
daerah seharusnya pemerintah daerah dapat lebih me-
maksimalkan penerimaan daerah melalui pembuatan
berbagai kebijakan berkaitan dengan pengalokasian ke
belanja daerah untuk menjadi peluang dalam mewu-
judkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan
manfaatnya secara merata oleh masyarakat. Pertum-
buhan ekonomi yang merata menjadi salah satu cara
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
berdampak pada penurunan angka kemiskinan di
daerah bersangkutan. Pemerintah daerah juga harus
bersinergi dengan masyarakat dalam upaya pengen-
tasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat sangat dibu-
tuhkan melalui peningkatan keterampilan dan keahlian.
Tujuannya agar masyarakat mampu membuka peluang
usaha sendiri yang akan berdampak pada peningkatan
pendapatan masyarakat guna terpenuhinya kebutuhan
masyarakat.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator
lain dalam menilai fenomena ilusi fiskal pada keuangan
daerah agar lebih komprehensif yaitu Produk Domes-
tik Regional Bruto (PDRB). Dikarenakan PDRB per
kapita suatu daerah berbanding lurus dengan potensi
sumber penerimaan suatu daerah yang berdampak
pada alokasi belanja daerah yang besar pula. Dengan
harapan alokasi belanja daerah yang besar mampu
berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang
meningkat dan angka kemiskinan yang menurun.
Selain itu, dapat menambahkan indikator lain dalam
menilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di
Provinsi Jawa Tengah yaitu Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing. Seiring dengan
meningkatnya kegiatan pembangunan di Jawa Tengah
akan menarik minat swasta untuk berinvestasi. Dengan
adanya investasi swasta maka akan mampu menyer-
ap tenaga kerja serta mampu meningkatkan output
produksi yang akibatnya pertumbuhan ekonomi akan
meningkat pada daerah tersebut.
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